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ABSTRAK

Perkembangan platform digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menciptakan dan
menyebarluaskan karya musik, termasuk melalui pembuatan cover version. Namun, penggunaan karya
musik tanpa izin pencipta dapat menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak cipta dan
pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin pada platform digital serta pertanggungjawaban
hukum pelaku yang mengunggah karya musik tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta lagu memperoleh
perlindungan melalui hak moral dan hak ekonomi, sehingga penggunaan karya dalam bentuk cover
version, khususnya untuk kepentingan komersial, perlu memperhatikan izin dari pencipta atau pemegang
hak cipta. Pelaku yang mengunggah karya musik tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum
apabila memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, baik melalui mekanisme perdata maupun pidana. Dengan
demikian, penggunaan karya musik pada platform digital tetap harus memperhatikan hak eksklusif
pencipta dan ketentuan hukum yang berlaku.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat
menciptakan, menikmati, dan menyebarluaskan karya musik. Kehadiran berbagai platform
digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Spotify memberikan ruang yang luas bagi
masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas, termasuk melalui pembuatan dan
penyebarluasan cover version lagu. Cover version menurut Muthmainnah (2022) pada dasarnya
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merupakan bentuk penyajian kembali suatu karya musik yang telah diciptakan oleh pencipta
sebelumnya, baik dengan gaya, aransemen, maupun karakter penyajian yang berbeda.
Kemudahan dalam mengunggah dan menyebarluaskan konten melalui platform digital
menjadikan aktivitas cover version semakin berkembang, namun di sisi lain juga menimbulkan
persoalan hukum terkait penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam sistem hukum Indonesia, karya musik dan lagu merupakan salah satu ciptaan yang
mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta. Perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang meliputi hak moral
dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak
cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk dalam hal penggandaan
dan penggunaan secara komersial. Oleh karena itu, penggunaan karya musik dalam bentuk cover
version tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai izin dan pemanfaatan hak ekonomi
pencipta. Permasalahan muncul ketika suatu cover version dibuat dan diunggah ke platform
digital tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, terlebih apabila konten
tersebut memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak yang mengunggahnya.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap pencipta di tengah perkembangan platform digital. Salah satu kasus yang
menggambarkan persoalan tersebut adalah perkara antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi
Agnez Mo yang berkaitan dengan penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan musik.
Perkara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan karya musik untuk kepentingan pertunjukan
dan kegiatan komersial dapat menimbulkan sengketa mengenai izin serta pembayaran royalti
kepada pencipta atau pemegang hak cipta seeprti pada penelitian Purba (2023). Selain itu,
perkembangan cover version pada platform digital juga menimbulkan persoalan mengenai
bentuk pertanggungjawaban pihak yang mengunggah karya tanpa izin serta sejauh mana
mekanisme platform digital dapat memberikan perlindungan terhadap hak pencipta.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai
perlindungan terhadap pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin pada platform digital.
Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya izin dalam penggunaan suatu
karya, tetapi juga mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pihak yang melakukan cover
version dan mengunggahnya tanpa izin pencipta. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum
terhadap cover version karya musik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku yang mengunggah karya musik tanpa izin pada
platform digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus memperjelas
tanggung jawab hukum dalam penggunaan karya musik di ruang digital

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum sekunder dengan menelaah norma, asas, konsep,
dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, hak ekonomi pencipta, penggunaan
karya musik, serta tindakan cover version pada platform digital. Sementara itu, pendekatan
konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum dan
pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan karya musik tanpa izin pencipta.
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Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait tarif
royalti. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap pencipta dan penggunaan karya musik pada platform
digital, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara
kualitatif dan deskriptif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
konsep hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan penelitian.

RESULT AND DISCUSSION
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam sistem hukum karena
hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat,
tetapi juga memberikan jaminan terhadap hak yang dimiliki setiap orang. Philipus M. Hadjon
membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk
perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran, dengan tujuan memberikan
kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan haknya.
Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dan bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan pemulihan atau sanksi terhadap pihak yang
melakukan pelanggaran. Konsep tersebut menjadi relevan dalam perlindungan hak cipta karena
pencipta tidak hanya membutuhkan perlindungan setelah haknya dilanggar, tetapi juga
membutuhkan mekanisme yang dapat mencegah penggunaan karya tanpa hak. Proposal
penelitian ini juga menempatkan konsep perlindungan hukum preventif dan represif Philipus M.
Hadjon sebagai dasar dalam menganalisis perlindungan terhadap pencipta lagu (Adela,2025).

Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum diberikan karena suatu karya merupakan
hasil kreativitas dan intelektualitas pencipta yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mendefinisikan hak cipta
sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sementara itu, Pasal 1 angka 2
mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta tidak bergantung semata-mata
pada adanya pendaftaran, melainkan lahir secara otomatis ketika ciptaan telah diwujudkan
dalam bentuk nyata.

Perlindungan tersebut semakin jelas dalam ketentuan mengenai ciptaan yang dilindungi.
Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas memasukkan “lagu dan/atau
musik dengan atau tanpa teks” sebagai ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta.
Dengan demikian, karya lagu yang diciptakan seseorang merupakan objek hukum yang
memperoleh perlindungan sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Bahkan Pasal 40 ayat (1) huruf n
juga mencakup berbagai bentuk karya hasil transformasi, termasuk adaptasi dan aransemen.
Ketentuan tersebut menjadi penting dalam melihat fenomena cover version karena penyajian
kembali sebuah lagu dapat melibatkan penggunaan atau perubahan terhadap karya yang telah
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ada sebelumnya. Oleh karena itu, kreativitas baru yang terdapat dalam suatu cover version tidak
serta-merta menghilangkan hak pencipta atas karya lagu yang menjadi dasar dari cover tersebut
(Imaniyati,2024).

Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta selanjutnya dapat dilihat melalui hak
moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak moral kepada
pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan
sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau
samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul
dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi
ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya. Hak moral tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pencipta tidak
hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan
terhadap hubungan pribadi antara pencipta dengan ciptaannya (Saidin,2023).

Selain hak moral, pencipta memperoleh hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8
UU Nomor 28 Tahun 2014. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak
cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1)
memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan,
penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian,
pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Pasal 9 ayat
(2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib
mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menjadi dasar penting
bahwa penggunaan suatu lagu untuk kepentingan yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta
pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan hak dan izin dari
pencipta atau pemegang hak cipta.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, ketentuan
tersebut menunjukkan adanya bentuk perlindungan hukum preventif dalam sistem hak cipta.
Perlindungan preventif dapat dilihat dari pemberian hak eksklusif kepada pencipta serta
kewajiban memperoleh izin sebelum pihak lain menggunakan hak ekonomi atas ciptaan.
Pengaturan mengenai lisensi dan royalti juga memberikan mekanisme agar pemanfaatan suatu
ciptaan dapat dilakukan secara sah sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta.
Dengan demikian, sebelum terjadi pelanggaran, hukum telah memberikan batasan terhadap
pihak lain agar tidak menggunakan, menggandakan, mengadaptasi, mempertunjukkan, atau
melakukan bentuk pemanfaatan lain yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta tanpa dasar
hukum yang sah. UU Hak Cipta sendiri menempatkan perlindungan hak ekonomi pencipta
sebagai salah satu bagian penting dari sistem perlindungan hak cipta.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran
terhadap hak pencipta. UU Nomor 28 Tahun 2014 menyediakan beberapa mekanisme
penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa,
arbitrase, maupun pengadilan. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang
hak cipta juga dapat menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat penggunaan ciptaan
tanpa hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mekanisme perdata, UU Hak Cipta juga
mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu yang melanggar hak ekonomi pencipta.
Dengan demikian, perlindungan represif berfungsi sebagai sarana untuk memberikan
penyelesaian setelah hak pencipta benar-benar dilanggar sekaligus memberikan konsekuensi
hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap pencipta juga harus dilihat dalam perkembangan
penggunaan karya pada platform digital. Perkembangan teknologi memungkinkan suatu lagu
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dengan mudah direkam kembali, diunggah, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh masyarakat
dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan terhadap perlindungan hak
cipta yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 84/PUU-XX1/2023, Pasal 10 UU Hak Cipta dimaknai mencakup pengelola
dan/atau platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC) dalam larangan
membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta
atau hak terkait pada layanan digital yang dikelolanya. Hal ini menunjukkan bahwa
perkembangan perlindungan hukum hak cipta di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan
pencipta dan pengguna karya, tetapi juga mulai memperhatikan posisi platform layanan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dapat
digunakan sebagai landasan analisis untuk melihat sejauh mana hukum memberikan
perlindungan kepada pencipta lagu terhadap penggunaan ciptaannya dalam bentuk cover
version pada platform digital. Perlindungan preventif dapat dianalisis melalui pengaturan hak
eksklusif, hak moral, hak ekonomi, izin, lisensi, dan royalti, sedangkan perlindungan represif
dapat dianalisis melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap
pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk
menganalisis dua persoalan utama dalam penelitian ini, yaitu bentuk perlindungan hukum yang
dapat diberikan kepada pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin serta bentuk
pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang mengunggah cover version tanpa izin pada
platform digital.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Cover Version Tanpa Izin
pada Platform Digital

Karya lagu merupakan salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan berdasarkan
Pasal 40 ayat (1) hurufd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan
tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta, baik berupa hak moral maupun hak
ekonomi. Dalam konteks cover version, seseorang pada dasarnya menggunakan kembali karya
musik yang telah diciptakan oleh pihak lain dengan melakukan penyajian atau pembawaan ulang,
baik dengan gaya maupun aransemen tertentu. Meskipun dilakukan dalam bentuk penyajian
yang berbeda, penggunaan karya tersebut tetap berkaitan dengan hak pencipta atas ciptaan asli.

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta,
sedangkan Pasal 9 ayat (1) memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta
untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan ekonomi atas ciptaannya, termasuk
pengadaptasian, pengaransemenan, pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan.
Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi
tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu,
tindakan melakukan cover version kemudian mengunggahnya ke platform digital tanpa izin
dapat menimbulkan persoalan hukum apabila penggunaan tersebut termasuk dalam
pemanfaatan hak ekonomi pencipta (Achmad,2022).

Perlindungan hukum juga diberikan melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti.
Penggunaan lagu untuk tujuan komersial pada prinsipnya harus memperhatikan hak ekonomi
pencipta dan pemegang hak terkait. Dengan adanya izin atau lisensi, pencipta tetap memperoleh
manfaat ekonomi dari penggunaan karyanya, sedangkan pihak yang melakukan cover version
memperoleh dasar hukum untuk menggunakan karya tersebut. Sebaliknya, apabila cover version
dilakukan tanpa izin dan memberikan manfaat ekonomi kepada pihak yang mengunggahnya,
tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan pencipta dan berpotensi menjadi pelanggaran
hak cipta (Rachmasari,2022).
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Dalam lingkungan digital, perlindungan tersebut menjadi semakin penting karena sebuah
cover version dapat dengan mudah disebarluaskan kepada masyarakat dalam waktu singkat
melalui YouTube, TikTok, Instagram, maupun platform lainnya. Oleh karena itu, perlindungan
hukum terhadap pencipta tidak hanya dilakukan melalui pemberian hak eksklusif, tetapi juga
melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan teori
perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan tersebut dapat berbentuk preventif
melalui kewajiban memperoleh izin sebelum menggunakan karya dan represif melalui
penyelesaian sengketa serta pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran hak cipta.
Pertnggung Jawaban HukumPelaku Cover Version yang MengunggahKarya Musik Tanpa
Izin Pada Platform Digital

Pelaku cover version yang mengunggah karya musik tanpa izin pencipta dapat dimintai
pertanggungjawaban apabila penggunaan tersebut termasuk dalam pemanfaatan hak ekonomi
yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang melaksanakan hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta
atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, tindakan mengunggah cover version ke platform
digital tanpa izin, khususnya apabila dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, dapat
menimbulkan konsekuensi hukum (Baskoro,2021).

Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata
maupun pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam aspek perdata,
pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat
penggunaan ciptaannya tanpa hak. Sementara itu, dalam aspek pidana, UU Hak Cipta mengatur
ketentuan pidana terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran
terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU Hak Cipta. Hal
ini menunjukkan bahwa penggunaan karya musik tanpa izin tidak hanya menjadi persoalan
antara pencipta dan pelaku cover version, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum apabila
memenuhi unsur pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
(Syahputra,2022).

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pelaku juga berkaitan dengan tujuan dan bentuk
pemanfaatan cover version tersebut. Cover version yang hanya digunakan untuk kepentingan
pribadi tentu memiliki konteks yang berbeda dengan cover version yang diunggah ke platform
digital dan kemudian dimonetisasi atau dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Apabila
penggunaan tersebut masuk dalam lingkup hak ekonomi pencipta, maka izin dan pemenuhan
kewajiban royalti menjadi aspek yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pelaku cover version
perlu memastikan bahwa penggunaan karya musik telah memperoleh izin atau dasar hukum
yang sah sebelum melakukan pengunggahan dan pemanfaatan secara komersial (Raihana,2023).

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku cover version pada platform
digital pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak
pencipta. Pihak yang menggunakan karya musik tanpa izin tidak dapat mengabaikan hak
ekonomi pencipta hanya karena karya tersebut diunggah melalui platform digital. Perkembangan
teknologi tidak menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak cipta, sehingga penggunaan
karya musik dalam bentuk cover version tetap harus memperhatikan ketentuan UU Hak Cipta
mengenai izin, hak ekonomi, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta.

CONCLUSION

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin pada
platform digital diberikan melalui pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi sebagaimana
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan karya musik
dalam bentuk cover version, khususnya untuk kepentingan komersial, pada prinsipnya harus
memperhatikan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta kewajiban terkait royalti.
Pelaku cover version yang mengunggah karya musik tanpa izin dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, baik melalui
mekanisme perdata maupun pidana. Oleh karena itu, perkembangan platform digital tidak
menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak pencipta, sehingga penggunaan karya musik
tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

RECOMENDATION

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan sosialisasi mengenai
penggunaan karya musik pada platform digital, khususnya terkait izin, lisensi, dan pembayaran
royalti, sehingga masyarakat lebih memahami batasan dalam membuat dan mengunggah cover
version. Selain itu, pencipta dan pemegang hak cipta perlu lebih aktif melakukan pengawasan
terhadap penggunaan karyanya pada platform digital serta menggunakan mekanisme hukum
yang tersedia apabila terjadi pelanggaran. Platform digital juga diharapkan dapat memperkuat
mekanisme pencegahan dan penanganan terhadap konten yang menggunakan karya musik tanpa
hak, sehingga perlindungan terhadap hak pencipta dapat berjalan secara lebih efektif.
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